
PERATURAN DAERArl KABupATEN sANGGAu

NOMOR 12 TAHUN  2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN KBTBNAGARERIAAN

DENGAN RAHe`AAT TUHAN TANG MAHA BSA

BUPATI SANGCIAU,

Mengingat         :   a.    bahwa dalam pelaksanaan pembangulian di Daerah, tenaga
kelja  mempunyal  peranan   dan  kedudukan  yang  sangat
penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;

b.    bahwa. sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga keq.a
sebagaimana     dimaksud     pada     huruf    a,     diperlukan
p embangunan         ketenagakeq'aan         §ehingga         dapat
meningkatkan  kualitas  tenaga  keq.a  dan  peran  sertanya
dalam pembarigunan daerch;

c.    bahwa  untuk  menin8katkan  lnialitas  tenaga  kelja,  maka
dipel.1ukan  pengaturali  lretenagakeriaan  yang  menyelunin
dan  komprehensif yang  mencakup  pembangunan  sumber
daya  manusia,  peningkatan  produktifitas  dan  da.ya  saing
tenaga. keja, upaya perluasan kesempatan keja, pelayanan
penempafari    tenaga    kelja    dari    pembinaan    hubungan
industrial serta perlindungan tenaga ken.a;

d,    bahvya   pedindungan   tenaga   keria   dimaksudkan   untuk
menjamin hak-halt dasar tenaga keg.a`/bumh dan menjamin
kesamaan kesempatan  serta pelakukan  tanpa diskriminasi
atas   dasar   apapun   untuk   mewujudkan   kesejahteraan
pekelja   dan   keluargariya   dengan   tetap   memperha.tikan
perkembangan dunia. usaha;

e.    bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana.  dinaksud
huruf a,  huruf b,  huruf c  dan humf d,  perlu  membentuk
Peraturan           Daerah           tentang           Penyelenggaraan
Ketenagakeq.aan;

Menilnbang       :   1.     Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945:

2.    Undang-Undang Nomor  27 Tahun  1959  tentang Penetapan
Undang-Undang   Darurat   Nomor   3   Tahun   1953   tentang
Pembentckan  Daerah  Thgkat  11  di  Kalimautan  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1953  Nomor  9)  sebagai
Undang-Undang    (Lembaran    Negara   Republik   Indonesia
Tahun    1959   Nomor   72,   Tambahan   Lembaran   Negrra
Republik Indonesia Nomor 1820);

3.    Undang-Undang Nomor  1 Tahun  i970 tentang Keselamatan
Kezja  (I€mbaran  Negara  Thhun  1970  Nomor  1,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2918);



4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1981  tentarg Wajib lfapor
Ketenagckeriaan di Perusahaan (IArmbaran Negara Republik
Indonesia  Tahun   1981   Nomor  39,  Tambahan  Lembaran
Negara. Republik Indonesia Nomor 3201);

P

5.      Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1984 tentang pengesahan
Konvensi      Mengenai      Penghapusan      Segala      Bentuk
Disldiminasi    Tediadap    Wanita     (Convention    on    the
BIimination of all forms  Qf Discrimonation Against Women)
(Lembaran Nega].a Republik Indonesia Tahun  1984 Nomor
29, Tambahan Lembaran N?gara Repub]ik lndonesiaL Nomor
a277).:

6.      Undang-Undang  Nomor  3  Tahun   1992  tentang  Jaminan
Sosial Tena`ga Keg.a  (Lembaran Negara. Republik Indonesia
Tahun   1992   Nomor   14,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republflc Indonesia Nomor 3468);

7.      Undang-Undang Nomor 1 Tahuri 2000 tentang pengesahan
ILO Convention Nomor 182 Concerning 'Ihe Prohibition And
Immedia.te Actiol} For Elimination  Of The Worst Foms  Of
Child    Labour    t¥onvensi    ILO    Nomor    182    MengG}nai
Pelalangan  Dan  Tindakan  Segera  Penghapusan  13entuk-
Bentuk   PekeH.aari   Terbumk   Untuk   Anak)    (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Thhun   2000   Nomor   30,
Tanbahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
?941);

8.     Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2000  tentang  Serikat
Pekeria/Serikat     Buruh     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2000  Nomor  131,  Tambahan  Lembaran
Negara` Repub]ik lndon.esia Nomor 3 989) ;

9.     Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2002     tentang
Perlindungan Anak  (Lembaran  Negara  Repubmc Indonesia
Tahun   2003   Nomor   log,   Tanbahan   Lembaran   Negara
Republik Indohesia Nomor 4235);

10.    Undang-Undang     Nomor      13     Tahun     2003     tentang
Ketenagakeq.aan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Taliun   2003   Nomor   39,. Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) ;

11.   Undang-Undang     Nomor     21      Tahun     2003      tentang
Pengesahan  ILO  Convention  Nomor  81  Concerning Labour
(Konvensi      ILO      Nomor      81      mengenai      Pengawaan
Ketenagakeriaan     Dalam     Industri     dan     Perdagangan
(Ifmba]-an Negara Republik Indonesia Tahun  2003  Nomor
91, Tan.bahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4309);

12.   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesajan
Perselisihan    Hubungan    Industrial    pembaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor   6,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

13.   Undamg-Undang     Nomor     32      Tahun     2004      tentang
Pemerintahan     Daerah     (Leznbaran     Negara.     Repumk
Indonesia  Taliun  2004  Nomor  125,  Tambaban  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah



bebera.pa  kali  diubah,   teralchir. dengan  Undang-Undang
Nomor    12    Tahun    2008    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun  2008  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 484.4);

14.   Undang-Undang     Nomor     39     Tahun     2004     tentang
Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kelja  Indonesia  di
Luar Negeri  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun
2004  Nomor  133,  Tanbahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4445);

15.   Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem
Jaminan    Sosial    Nasional    (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia.  Tahun  2004  Nomor  150,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

16.   Undang-Undang     Nomor      12     Tahun     2011      tentang
Pembentutan .Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia   Thhun    2011    Nomor    82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5234);

17.   Peraturan   Pemerintah   NomQr   8   Tahun    1981    tentang
Perlindungan  Upah  (Lent?aran  Negara Republik Indonesia
Tahun.1981    Nomor    8,    Tambahan    Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 3190);  .

18.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   71   Tahuri   1991   tentang
Latihan Kerja (Lembal.an Negara Republik Indonesia Tahun
1991   Nomor  92,  Tambahan  Iianbaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 3458);

19.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   38   Tahun   2007   tentang
Pembagian  `.Urusan   .Pemerintahan    Antara    Pemeriutah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Pemeintahan  Daerah
Kabupaten/Kota   (I€mbaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2007   Nomor   82,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4737) ;

20.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  53  Tahun  2P11
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerch;

21.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sangga.u  Nomor  12  Tahun
?.007 tentang UruBan Pemerintah Kabupaten Sangga.u:

Dengan Per§etujuan Bersama
DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAII KABU15ATEN SANGGAU

dan.
BUPATI`SANGGAU

.   MBMUTUSKAN:

Menetapkan      :   PERATURAN        DAERAII        TENTANG        PENYELBNGCIARAAN
RETENAGAIERJAAN.



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Per?turan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.      Daerah adalah Daerah Kabupaten sanggau.
2.      Pemerintah  Daerah  adalah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten

San88au-
3.      Kabupaten adalah Kabupaten sanggau.
4.      Bupati adalah Bupati sanggau.
5.      Dewan perwaJalan Rakyat Daerah  yang selanj.utnya disebut

DPRD adalah Dewan Pet.waldlan Rakyat Daerah Kabupaten
San88au.

6.      Satuan  Keria  Peran8kat Daerah yang  selanjutn:ya  disebut
SKPD adalah Satuan Kelja Perangkat Daerah di linglmngari
Pemerintah  Daerah  yang  memp.'unyal  tugas  pokok,  fungsi
dan kewenangan di hidang ketenagakeriaan.

7.      Perusahaan adalah:
a.  Setiap bcntuk usaha yang berba.d`an hukum atau tidak,

milik orang pcrseorangan, milik persekutuan, atau milik
badan hukun, baik mflik swasta maupun nrilik negara,
yang mempekeriakan pekelja/bumh dengan membayar
upah ata.u imbaJan dalam bentuk lain; dan/ata:u

b.  Usaha-usaha    sosial    dan    usaha-usaha.    lain    yang
mempunyai  pengurus  dan  mempekeriakari  orang  lain
dengan  membayar  upah  atau  imbalan  dalani  bentuk
lain.

8.       Pengusaha adalah:
a.   Orang  perseorangan,  persekutuan  atau  badan  hukum

yang inenjalankan §uatu perusahaan milik sendiri;
b.  Orang perseorangan,  persekutuan,  atau  badan  hukum

yang  secara  berdiri  sendiri  menjalankan  perusahaan
bulcan tiiilitmya; atau

c.   Orang  perseorangan,  persekutuan  atau  badan  hukum
yang    berada    di    Indonesia    mewaldli    perusahaan
sebagaimana dimaksud pada hunif a dan huruf b, yalig
berkeduduhan di luar wilayah Indonesia.

9.       Serikat   Pekelja/Serikat   Buruh   adalah   organisasi   yang
dibentuk  dari,   oleh   dan  untuk  pekerja/buruh  balk   di
perusahaan  rna.upun  di  luar  perusahaan,  yang  bersifat
1]ebas,   terbuka,   marLdiri,   demokl'atis   dan   bertanggung
ja.wab  guna  mempeljuangkan,  membela  sert:a  melindungi
hak  dan  kepentingan  pekerja/buruh  serta  menin8katkan
kesejahteraan pekelja/ buruh dan keluarganya.

10.     Tenaga Keda adalah setiap orang yang malnpu melakuken
pekeljaan gina menghasiman barang dan/a.tan jasa. balk
untuk   memenuhi   kebutuhan   sendiri   maupun   untuk
masyarafat.

11.     Penyandang  cacat  adalah  setiap  orang  yang  mempunyai
kelainan  fisik  dan  atan  mental,  yang  dapat  mengganggu
atau, mempakan rintangan  dan hambatan  baginya untuk
me|akukan kegiatan secara selaya]mya yang terdiri dart:
a.   penyandang ca.cat fiisik;
b.   penyandalig capat mental;dan
c.   penyandang cacat fisik dan mental.
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12.     Tenaga  Kerja Asing  adalah warga negara  asing  pemegalig
visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

13.     Antar  Kelja  Lokal  yang  selanjutnya  disebut  AEL  adalah
penempatan   tenaga   kerja   antar   Kabupaten/KabupaLten
dalam 1 (satu) provinsi.

14.     Antar Kerja Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah
pcnenp.atari  tenaga  kelja  antar  provinsi  dalam  wilayah
Repriblik Indonesia.

15.     Antar Keq.a Negara yang selanjutnya disebut AKAN ad.alah
penempatan tenaga keda di luar negeri.

16.     Pekeq`a/buruh  adalah  setiap  orang  yang  bekeda  dengan
menerimaL upah atau imbalan dalam bentuk lain.

17.     Pemberi   Keria   adalah   orang   perseorarigan,   pengusaha,
.badan     hulmm,     atau     badan-badan     lainnya     yang
mempekeljakan tenaga keria dengan membayar upah atan,
imbalan dalarn bentuk lain.

18`     PenggunaL  Jasa  adalah  Instansi  Pemerintah  atau  Badan
Usaha.    berbentuk    .badan    hukum,     perusahaan    dan
perorangan     di     dalani     atau     di    luar     negeri    yang
b ertanggungiawa'b mempekeri akan tenaga keja.

19.     Pencari    keria    adalah    angkatan    kelja    yang    sedang
men8anggur dan mencari  pekerjaan  maupun yang  sudah
b?keba  tetapi  ingin  pindah  atau  alih  pekedaan  dengan
mendaftarhan  diri  kepada  pelak8ana  penempatan  tenaga
ken.a  atau  secara  langsung  melamar  pekeq.aan  kepada
pemberi kelja.

20.     Tenaga   Kelja   Indonesia   yang   selanjutnya   disebut   TKI
a.dalah   setiap  Warga  Negara  Indonesia  yang  memenuhi
syarat untuk bekelja di luar negeri dalam hubungan ken.a
untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

21.     Tenaga K.er].a Lokal adalah Tenaga Keria yang berasal dari
Kabupaten  Sanggau  atau  dari. daerah  lain  yang  lahir  di
Kabupaten Sangga.u secara turun temunm atan berdomisiu
dalam  jan8ka  wakfu  tertentu  dibuktikan  dengan  Kartu
Tanda Penduduk dan Kartu Keluargg paling kurang 2 (dua)
tahun.

22.     Balai Latihan  Kelja yang  selanjutnya  disebut  ELK  adalah
Balai Latihan Kelja Kabupaten Sanggau.

23.    Lembaga      Pelatihan      Keria      adalah     lembaga     yang
menyelenggarakan  pelatihan  kelja  bagi  tenaga  keria  dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

24.     Pelatihan    Keg.a    adalah    keselumhan    kegiatan    untuk
memb eri,           memperoleh,           meningkatkan           sertaL
mengembangkan kompetensi kelja,  produktivitas,  disiplin,
sikap  dan 'etos  kelja  sesuai  dengan jenjang  dan  kualitas
jabatan .atau  pekeg.aan  baik  di  sektor fomal maupun  di
sektor informal.

25.     Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kelja yang
diselenggarakan    secara    terpedu    antarai    pelatihan    di
lembaga pelatihan dengan bekeH.a secara langsurig dibawah
bimbingan  dan  pengawasan  instmlrfur  atau pekerja yang
lebih bexpengalaman,  dalam proses  produksi barang  atau
jasa dalam rangka menguasal keteranpilan atau keahlian
tertentu.

26.    Sertifihat  Pelatihan  adalah   tanda  bukti  penetapan   dan
pengarfuan   ata.s   jenis   dan   tin8kat   keterampilan   yang
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dinjliki/dikiiasal  oleh   seseorang  sesuai  dengan   standar
program pelatihan yang ditetapkan.

27.    Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang
terbentuk antara para. pelaku dalam proses produksi barang
dan/atau   jasa    yang    terdiri    dari    unsur    pengusaha,
pekelja/buruh dan pemerintah yang di dasar]can pada nilai-
nilal Pancasila dan Undang-Undang Daear Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

28.    Lemb±ga   Keq'asama  Bipartit   adalah   forum   komunikasi,
konsultasi,    dan   musyawarah    mengenal    hal-hal   yang
7]erkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan
yang   anggotatiya   terdiri   dari  . pengusaha.   dan    serikat
pekelj&/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang
bertanggurig jawab  di bidang ketenagakeq.aan atau unsur
pekelja/buruh.

29.    Lembaga  Ken.asama  Tripartit  adalah  forum  komunikasi,
konsultasi,       dan       musyawarah       tentang       masalah
ketenagakeljaan   yang    anggotanya    terdiri    dari    unsur
orgarisasi  pengusaha,  serikat  pekerja/serikat  buruh,  dan
pemerintch.

30.   Hubungan   ken.a   adalah   hubungan   antara   pengusaha
dengan  pekelja/buruh  berdasarkan  perianjian  keja,  yang
mempuriyal unsur pekeq.dan, upah dan perintah.

31.    Jaminan  Sosial  Tenaga  Kelja  adalah  suatu  per.hidungan
bagi  tenaga  ken.a  dalam  bentuk  santunan  berupa  tiang
sebagal  pengganti  sebagian  dari  pen8hasilan  yang  hilang
atau bel'kurang dan`|]elayanan §ebagai aldbat peristiwa atan
keadaan yang dilayani oleh tenaga kelja berupa kecelalcaan
keda, saldt, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

32.   Anak   adalah   setiap   orang   yang   berumur   dibawah   18
(delapan belas) tchun.

33.    Pengawasan  Ketenagckebaan  adalch  kegiatan  menga.wasi
dan    menegakkan    pelaksanaan    peraturan    perundang-
undangan dibidang ke tenagakeljann.

34.    Upah    adalah    hak   pekeria/buruh   yalig    diterima    dan
dinyatakan   dalam   bent`ik   uang   sebagai   inbalan   dari
pengrsaha atau pemberi keria kepada pekelja/buruh yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perianjian kelja,
kesepakatan,      eta:u,      peraturan     perundang-`mdangan
termasuk tunjangan bagi pekelja/buluh  dali keluarganya,
atas  suatu pekeriaan  dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.

35.    Upah  Minimum  Kabupaten  adalah  upah  minimum  yang
berialni di Kabupaten Sanggau.

36.    Kesejahteraan   Pekeria/buruh   adalah   suatu   pemenuhan

:oef=quahTbd#/£t%ualk=Pe:::pian&b]:r=ifahtj::g¥chki=
yang    secara.+,  langsung    atau    tidak    langsung    dapat
mempertingct  produktivitas  kelja  dalam  lin8lmngan  keria
yang aman dan sehat.

37.    Perianjian  keria.  adalah  peijanjian `antara  pekeq.a/buruh
dengan pengusaha atop pemberi kelja yang memuat ayaDat-
syarat keg.a, hak dan kewajiban para pihak.

38.   Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara
tertulis  oleh  pengusaha  yang  memuat  syarat-syarat  keg.a.
dan tata te.rtib perusahaan.
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39.    Pep.anjian kelja 1]ersama ada]ah perianjian yang merupakan
hasil  |]erundingan   antara  serikat  pekelja/serikat  bunin
ata.u beberapa  serikaLt pekerja/serikat bumh yang terca.tat
pada     instansi     yang     bertanggung     jawab      dibidang
ketenagakerjaan     .dengan     pengusaha     atan     beberapa
pengusaha,  atau  perkumpulan  pengusaha  yang  memuat
syarat-syarat ketia, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

40.    Mog`ok     kelja     adalah     tindakan   `pekelja/buruh     yang
direncanakan   dan    dilaksanakan   secara   bersama-sama
dan/atau   oleh   Serikat  Pekeria   /   Serikat   Buruh  untuk
menghentikan atau memperlanbat pckeljaan.

41.   Penutupan    Perusahaan     dock    out)     adalah    tindakan
pengusaha untuk menolak pekezja/buruh seluruhnya, atau
sebagian untuk menjalankan pekeriaan.

42.    Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan

g:LHinquyean`:afuda:k::aj±tbe:en:taryaanp8ck£:;gfa¥
pengusah,a.

43.    Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil     yang  selanjutnya  disebut
PENS   adalah       Pejabat   Pegawdi   Negeri   Sipil   tertentu
linglamgan  Pemerintah  Daerah  yang  diberikan  wewenang
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan
terhadap pe] anggaran Peraturan PerLmdang-undangan.

44.    Perselisinan  .  Hubungan    Industrial    adalah     perbedaan
pendapat    yang     mengakibatkan    pertentangan     antara
pengiisaha       dengan       pe.keria/ bunin       a.tau       serikat
pekelja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai
hak,kepentingan,pemutusan       hinbungan       kelja       serta.
persilisihan  antara  serikat  pekelja/serikat  bun]h   dalam
satu perusahaan.

45.    Mediasi   Hubungan   Industrial   yang   selanjutnya   disebut
Mediasi adalah penyelesaian perselisinan hak,  persensihan
kepentingan,  perselisihan  pemutusan hubungan ken.a. dan
persdisiban   antar   serikat   pckerja/serikat   bun].h   hanya
dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditangani
oleh seorang atau lebih mediator yang netral.

46.    Dewan Pengupahan  Ka.bupaten  adalah  suatu lembaga non
strulrfural yang bersifa.t tripartit di bentuk oleh Bupati daLn
bertugas  men.berikan  saran  serta  pertimbangan  kepada
Bupati dalani penetapan upah mininum.

47.    APINDO     adalah     organisasi     pengusaha     yang     diberi
kewenangan   oleh   KADIN   dalam   penanganan   masalah
ketenagakeriaan.

48.   Ketenagakejaan  adalah  segala yang berhubungan  dengan
tenaga  keria  pada  walchi  sebelum,   selama  dan  sesudah
nasa keria.

BJne IT
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan   ketena`gakeq.aan.   berdasarkan   Pancasfla.   dan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945
tanpa dislndminasi dan berdasarkan azas :
a.      kekeluargaan dan kelliitraan;



b.      perencanaan    dan    pemberdayaan    tenaga    kerja    secara
b.erkesinanbungan;

c.      persaniaan, keadilan dan perlindungan hukum;
d,      peningkaLtan kesejahteraan tenaga ken.a dan jaminan sosial

tenaga ken.a serta. keluarganya serta puma kelja;
e.      peningkatan  produktifitas  demi  kelangsungan  usaha  dan

ralnah investasi; dan
.   f.       keterlibatan       peran       seluruh       stakeholder       dalam

penyelenggaraan ketenagakeljaali.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketenagakeriaan bertujuan agar :
a,      Perencanaan tenaga kelja.direncanakan  dan dilaksanakan

b.     %eecb¥=xpas:sute:di:inalL:i  ken.a  dapat  diinplementasikan
dcngan baik dan benar di daerah;

c.      Kebijakan   produlrfufitas   dapat   diimplementasikan   dalam
rangka p enin9katan produktifitas di daerah;

d.     Kebijakan penyediaan dan pendeyagunaan tenaga keria di
dalari rna.upun di luar negeri dilakukan secara terpadu;

e.      Kebijakan    perlindungan    tenaga    kelja    dalam    ran8ka

i::ing¥a¥e5:Sej¥:raaEe::nfakyeadaddapfap=:::=::an:£s±
peningkatan pro dultifitas tenaga ker).a; dan

f.       Pelaksanaani  pembinaan   dan   pengawasan   dilaksanakan

s:c=ariefr°fi=S:gbre:e£¥vt¥s¥`dial¥n:¥ife
hukum  untuk menjamin  adanya kepastian  hulflim  untuk
pekelja dan pengusaha.    .

Pasal 4

Penyelenggaracn ketenaLgalcetj aan mempunyal sasaran :
a.      Telwujudnya perencanaan tenaga ken.a;
b.      Terwujudnya sistem latihan ken.a nasional di daerah;
c.      Terwujudnya. kebijakan produktifitas;
d.      Terwujudnya. penyediaan dan pendayagunaan tenaga. kerja;
e.      Terwujuchya perlindungan tenaga ken.a;
I.       Terwujudnya       penyelesaian       perselisihan       hubungan

industrial; dan
9.      Terwujudnya  harmonisasi  antara  pekeq.a,  pengusaha  dan

Pemerintah Daerch.

BABm
RESBMPATAN PEMBERLAKUAN YANG SAMA

Pasal 5

(1)     Setiap tenaga kqu.a memilild kesempatan yang sama tanpa
deskriminasi untuk memperoleh pekeriaan.

(2|    Setiap  pekeria  buruh  berhck  memperoleh  perlakuan  yang
sama tanpa disldiminasi dari pengusaha.



BAB IV
ANALlsls pRoyBKsl DAN INFORMAsl KErENAGARERIAAN

Pasal 6

(1)     Dalam  pembangunan  ketenagakeriaan  daerah,  Pemerintah
Daerah  menganalisis,  meapl.oyeksi dan menginformasikan
ketenagakeljaan sebagal dasar dan acuan dalam menyusun
kebijckan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan
ketenagal{eri aan yang berkesinambungan.

(2)     Ketentuari    mengenai    analisis,    proyeksi    dan    informasi
ketenagakeljaan  daerah  sebagainana dinaksud I)ada ^aya.t
(1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BABV
TUCIAS,KEWAJIBAN DARN TAIVGGUNG JAWA13

Pasal 7

( 1)     Pemerintah        Daerah        bertanggung        jawab         atas
penyelenggaraan  ketepagakeq.aan  di  daerah  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

.    (2)     Pemerintah Daerah melalui SFPD bertugas:
a.      melaksanakan perencanaan tenaga kelja daerah;

:.    =:Easdinak=istempfe¥°imi=S,i ketepnea£¥ge±=;     dan
produktifitas tenaga keri a;

d.     melaksanakan pelayanan penyaluran, penempa.tan dan
perhaasan kelja;

e.      melaksanakan  pembinaan  hubungan  industrial  dan
persyaratan keria; dan

f.      melcksanakan   pembincan   dan   pengawasan   norma
ketenagakeljaan.

(3)     Pemerintah   Daerah  berkewajibqu  membuat  perencanaan
tenaga kelja secafa periodik I  (satu) tahun sckali dan/atau
5 (lima) tahunan.

BAB VI
PEIATIHAN, PBMAGANGAN DAN PRODUKTIF`ITAS KBRIA

Pasal 8

(1)     Pemerintah    Daerah    melakukan    pelnbinaan,    pelatihan,
pemagangan dan produldivitas tenaga keria.

(2)     Dalam   rangka  meningkatkan  kualitas   dan  produktivitas
tenaga  keria  Pemerintah  Daerah  dapat  men.bentuk  unit
pelaksana telmis pelatihan dan produktivitas tenaga keda.

(3)     Untuk  nienunjang  sebagaimana  dinaksud  pada  ayat  (2)
Pemerintah Daerah dapat mendirikan ELK dan bekeH.asama
dengan perusahaan, dan lembaga pendidikan dan pelatihan
swasta yang berhubungan dengan ketenagakezjaan.

(4)     Ketentuan    mengenai    Pelaksanaan    tentang    pembinaan
pelatihan dengan perusahaan dan atan lembaga pendidikan



(5)

(1)

(2)

(1)

dan pelatihan swasta diatur lebin lanjut dengan Peraturan
Bupati.
Perusahaan di daerah agar menerina pckeba pemagangan
sesudi dengan ketent`ran p eraturan perundang-undangan.

•..                                   Pasal 9

Setiap  I)enyelenggaraan pelatihan ken.a, yang  dilaksanakan
oleh badan hukum ataiu perorangan wajib memiliki izin dari
SKPD.

Prosedur  dan  persyaraitan  memperoleh  izin  sebagainana
dimaksud pada ayat (1.) sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 10
1

Lembaga  penyelenggai-a  pelatjhan  wajib  menjaga.  Imalitas
dalam setiap p enyelenggaraan.

Lembaga  penyelenggara  pela.tihan  kelja  wajib  memberikan
surat  tanda  kelulusap   atau   sertifikat  pelatihan  kepada
peserta pelatihan.
Lembaga  pelatihan  kelja  swasta  menyampaikan  laporan
kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada SKPD.
Lembaga   penyelenggara   pelatihan   kelja   wajib   memilild
sarana dan prasarananya di daerah.
Leriba`ga   penyelenggara   pelatihan   kelja   wajib   mehiliki
modul  atau  kurikulum  sesual  dengan  standar  kebutuhan
industri    dan    pasar   tenaga   kelja    dengan    pembagian
kQmposisi   teori   dan   praktek   sesuai   dengan   ketentuan
peraturan perundang-undangan.
jangha  farfu  peserta  pelatihan  dan/atan   pemagangan
adalah paling lama 3 (tiga) bulan.
Lembaga penyelenggara pelatihali yang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimam dimaksud pada ayat (2)  dikenahan
sanksi administratif.

Pasal  11

Setiap perusahaan/investor yang menanamkan modalnya di
daerah wajib melatih tenaga keria lokal untuk ditempatkan
dan mengisi kebutuhan tenaga keljanya.
Pelatihan  tenaga  keria  lokal  sebagaimana  dinaksud  pada
ayat (1) dibia.yal oleh investor.

Pelaksanaan  pelatihan   tenaga  kelja  lokal   dapat  bekeria
sama dengan Pcmerintah Daerah.
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BAB VI
PENBMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN

KESEMPATAN KBRIA

Bagian Kesatu
Penempa.tan Tenaga Kelja

Pasal 12

(1)     Setiap tenaga keB.a mempunyai hak dan ke§empatan yang
sama untuk mernilih, mendapatkan, atau pindah pekeriaari
daii. memperoleh  penghasflarL yang layak di  dalam  atan  di
luar negeri.

(2)     Hak  dan  kesempatan  untuk memilih,  mendapatkan,  atau
pindah pekeq.aan dan memperoleh penBhasilan yang layak
sebagainana  dimaksud  pada  a.yat  (1),   dilakukan  sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)     Penempa.tan  tenaga  kelja  dilaksanakan  berdasalkan  asas
terbuka, .bebas,   obyeRE,   serta   adil   darL   setal.a   tanpa
diskrihinasi. \

(2)     Penempatan  te'naga  kelja  diaralikan  unfuk  menempatlran
tenaga   kelja   pada  jabatan   yang   tepat   sesual   dengan
keahlian,   keterampilan,   bakat,   minat   dan   kemampuan
dengan  memperhatikan  harkat,  martabat,  hak  asasi  dan
perlindungan hukum.

(3)     Penempatan\     tenaga       kelja       dilaksanahan       dengan
memperhatikin     pemerataan     *esempatan     kerja     dan
I)enyediaen tenaga keria sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

(1)     Penempatan tenaga keria terdin dari:
a.      penempatan tenaga kelja di dalam negeri; dan
b.      penempatan tenaga keja di lua]. negeri.

(2)     Keten.tuan mengenal penempatali tenaga kelja sebagainana
dinaksud  pada  aya.t  (1),  diatur  sesual  dengan  ketentuan
pcraturan perundang-undangan.

Pasal 15
A

(1)     Setiap perusahaan wajib melapol.kan lowongan ken.a kepada
SKPD.

(2)     SKPD  berkewajiban  menyebarluaskan  informaLsi  lowongan
keria kepada masyarakat pencari kelja di daerah.

(3)     ;KPD .wajib   me]aporkan   setiap   lowongan   ketia   kepada
Bupati dan DPRD.

(4)     Siapapun dilarang memungut biaya bajk langsung maupun
tidak  langsung  sebagan  ata.u  keseluruhan  kepada  calon
tenaga keg.a.

(5)     Setiap  per\isahaan  yang  tidak  melakeanakan  kewajiban
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§ebagainana  dinaksud  pada  ayat  (1)   dikenakan  §ahksi
adrfustratif.

(6)     SKPD  yang  tidak  melaksanahan  kewajiban  sebagaimana
dimaksud    pada    ayat    (2)    dan    (3)    dikenaken    sanksi
a.dministrasi berupa teguran oleh Bupati.

Pasal 16

(1)     Penempatan  tenaga  ken.a  sebagaimana  dinicksud  dalam
Pasal 14 ayat (1), terdiri dari:
a.      Penempatan Tenaga Keja AEL;
b.      Penempatan Tenaga Ken.a AKAD; dan/atan
c.      Penempa.tan Tenaga Keria AKAN.

(2)     Pelaksana. penempatan tenaga kelja sebagajmana dinaksud
pada ayat (1) adalah:
a`     £e¥e:aiakeHY=; dan bertan8gunedawab

b.      Lembaga swasta berbadan hLckum.

dibidang

(3)     Lembaga swasta sebagalmana dinaksud paLda ayat (2) huruf
A))  terdiri  dari  Perusahaan  Penyedia  Jasa  Pekelja  Q'RJP),
Lembaga Pen?mpatan Tenaga Kelja Swasta  (LFTKS),  Bursa
Ken.ai  rmusus  (BFK),  Pelaksana  Penempatan  Tenaga  Keu.a
lndonesia  Swasta  (PFTRIS)  yang  melaksanakan  pelayanan
penempatan tenaga kelja di  daerah wajib  memperoleh izin
tertulis dari Bupati a.tan pejabat yang ditunjuk.

(4)     'Ketentuan   lnengenai   prosedur    d;n    tata    cara   urfuk
mendapatkan      izin,      rekomendasi      dan      pendaftaran
sebagainana dinaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(5)     Lembaga swasta. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
fl}) dan ayat (3) harus berbentuk perseroan.

Pasal 17

Penerimaan  dan  pengiriman  tenaga kelja.  melalui  proses  AKAD
sebagainana  dinaksud  pada  Pasal  16  ayat  (1)  huruf b  harus
menrilihi persetujuan atau rekomendasi dari Bupati.

Pasal 18

(1)     Pelaksana penempatan tenaga keda sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal  16  a.yat  (I)  huruf a,  hunrf b  dan  huruf  c,
dilarang  memungut  biaya  baik  langsung  maupun  tidak
langsung   sebagian   atau   keselumhan   tenaga   ken.a   dan
pengg`ma tenaga keri a.

(2)     Lembaga  penempatari   tenaga  kelja.  swasta  sebagaimana
dinaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (2)  huruf b,  hanya  dapat
memungut  biaya  penempatan  tenaga  keria  dari  pengguna
tenaga kelja dan dari tenaga keria sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-.undangan ,
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Pasal 19

(1)     Setiap     tenaga     ken.a    penyandang     cacat     mempunyal
kesemparfe\n   yang   sama   untuk   mendapatkan   pekeq.aan
sesudi dengan jenis dan derajat kecacatarmya.

(2)     Setiap perusahaan memberikan kesempatan dan perla]fl]an
yang      sama      kepada      penyandang      carat      dengan
mempekeljakan  penyandang  cacat  di  perusahaan  sesual
dengan   jenjs   dan   derajat   kecacatan,   pendidikan   dan
kemampuanriya    yang    I.umlchnya    disesuaikan    dengan
jumlah karyawan dan atau kualifihasi perusahaan.

(3)     Setiap  pengusaha  yang  memilild  tenaga  kelja  diatas   loo
(seratus)   orang  wajib   mempekerjakan  penyandang   cacat
paling iendah 1 (satu) persen pada pe"sahaan tersebut.

(4)     Pengusaha  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (3),  fiarus
melaksanakan  dan  melaporkan  penempatan  tenaga  keria.
p enyandang cacat kepada Bupati.

{5)     Ketentuan  mendenal  prosed:ur  dan  tatacara  pelcksanaan
penempatan   serta   pelaporan   penempatan   tenaga   ken.a
Senyandang ca.cat sebagaimana dinaksud pada ayat (2) dan
ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Perafuran Bupati.

(6)     Setiap   pengusaha   yang   tidak   melaksanahan   kewajiban
sebagainana  dinakstid  pada  ayat  (3)  dan  (4)  dikenakan
sanksi administratif.

Pasal 20

(1)     Penempa.tan     tenaga    ken.a    penyandang     cacat     selain
dilakukan  oleh   Lembaga  Pela.yanan   Penempatan   Swasta.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2),
dalam  melaksanakan  pelayanan  penempatan  tenaga kelja
].uga  dapat  dilakukan   bleh  lembaga  penempatan  tenaga
kerja penyandang cacat, yang memperoleh izin 1:ertulis  dari
Bupati.

(2)     Lembaga   Penempatan   Tenaga   Keria   Penyandang   Cacat
harus berbadan hukum.

(3)     Ketentuan  mengenai  tata  care  untuk  mendapatkan  izin
sebagaimana  dimaksud  pads  ayat  (1),  diatur  lebih  lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1)     Lembaga   penempatan   tenaga   ken.a   penyandang   cacat
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  ayat  (1),  hanya
dapat   memungut   biaya   penempatan   t:enaga   keija.   dari
pengguna tenaga ken.a.

(2)     SEED  dapat  mengupayakan  pendayagunaan  tenaga  kelja
penyandaLng   cacat   melalui   penempatan   dan   perluasan
kesempatan keri a.
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Pasal 22

(1)     Lembaga      Penempatan     Tenaga      Keba     AKAN      wajib
menyediakan   tempat   penanpungan   tenaga   kelja   yang
memperoleb. izin dari Bupati.

(2)     Tempat penarnpungari tenaga kelja sebagaimana dinaksud
pada  ayat  (1),  harus  memenuhi  standar  dan  persyaratan
telmis yang diatur dengan Peraturan Bupati.

(3)     Ketentuan   mengenai   persyaratan   dan   tata   cara   untuk
memperoleh    izin    tempaLt    penampungan    tenaga    kerja
sebagainana  dimak§ud  pada  ayat  (1),  diatur  lebih  lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perluasan Kesempatan Kelja

Pasal 23

(1)     Pemerintah     Daerah     dan     masyarakat     bersama-sama
mengupayakan perluasan kesempatan kelja, baik di dalam
maupun qi luar hubungan kelja.

(2)     Perluasan:   kesempatan   ken.a   di   luar   hubungan   kelja
sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dilakukan  melalui
penciptaan   kegiatan   yang   produlstif   dan   berkelanjutan
dengan   mendayagunakan   potensi   sumber   daya   alan,
sumber daya manusia dan telmologi tepat guna.

(3)     Penciptaan  keSatan`sebagainana dimaksud pada ayat  (2),
dilalfl]kan lnelalul pola pembentukan dan pembinann tenaga
ken.a  mandiri,   terapan   telmologi  tepclt  guna,   wirousaha

3=d';£±aas=tkeenq;:as££:;a:±e¥a=u¥o]:r::±'}danang
dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kelja.

(4)     Lembaga     keuangan     balk     perbankan     rna.upun     non
perbankan,    dan   dunia   usaha   dapait   membantu    dan

i::b:=a¥Lmkeenmc?pdtafh£::gris=:::e£%±t£Lm::¥i:a¥ant
kesempatan ken.a.

(5)     Ketentuan  mengenai  Pelaksanann  Penciptaan  Kesempatan
Kelja  sebagaimana  dinaksud  pada  ayat  (3)  dan  a.yat  (4),
diatur lebin lanjut dengan Peraturan Bupeiti.

Bagian Ketiga
Penempatan Tenaga Kerja Lokal

Pasal 24

( 1)     Setiap perusahaan mengupayakan agar lowongan |]ekeljaan
yang ada diisi oleh Tenaga Kelja I.okal.

(2)     Pengisian lowongan pekejaan sebagainana. dimaksud pada
ayat  (1),  dilakukan  dengan  memprioritashan  warga  yang
berdomishi di sekjtar perusahaan tanpa mengesanpingkan
standar kompetensi tenaga kerja.
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(3)     Untuk  lowongan  pekeljaan  dengan  keahlian  khusus  jikaL
tidak dapat djisi dengan tenaga ken.a lohal maka dapat diisi
oleh tenaga kelja dari luar daerah.

(4)     Keahlian khusus yarig dimaksud adalah harus bersertifikat.
(5)     Setiap   perusahaan  yang  tidak  melaksanakan  ketentuan

sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  (2)  dikenakan
sanksi administratif.

BAB VII
pEI\rvEDIA jASA TENAGA RERIA

Barian KesaLtu
Pendirian
Pasal 25           `

(1)     Perusahaan  penyedia  jasa.  pekerja/buruh   lokal   maupun
penyedia jasa 'IRI  AKAD  yang berdomisili  di  daerah  wajib
mendapatkan rekomendasi dari Bupati.

(2)     Rekomendasi schagainana dimaksud pada ayat  (1),  paling
haan8 :
a.      berbadan hukum perseroan; dan
b.      memiljld kantor di Kabupaten sangga.u;

(3)     Perusah€ian       penyedia.      jasa       pekeja/buruh       wajib
mendaftarkan peljanjian penyediaan jasa pekezja/ buruh.

(4)     Dalaln hal pemberian rekomendasi sebagainana dimaksud
pada   ayat   (I),   Bupati   dapat   melimpahkan   kewenangan
kepada Kepala SKPD.

Badan Kedua
Peljanjian Penyerahan Pekeriaari

Pasal26   .

(1)     Perusahaali dapat. m€.nyerahkan sebagian pekeq.aan kepada
perusahaan lain.

(2)     Perusahaan  yang  akan  menyerahkan  sebagian  pekeq.aan
kepada. perusahaan lain wajib  melaporkan jenis  peketiaan
pokck  dan  pckeljaan  penunjang yang  ada  di  perusahaari
kepada   Bupati   dengan   melanpirkan   surat   keterangari
kesepakatan dengan serikaLt pekeg.a atau dengaLn perwaldlan
pekelja  apabila  di  perusahaari  tersebut  belum  terbentuk
serikat pckelja.

(3)     Penisahaan   pemberi   kelja   dan   perusahaan   lain   yang
dinaksud  wajib  melaporhan  keadaan  tenaga  kelja  .yang
dig`inakan dilanpiri dengan dokumen :
a.      fotocopy   wajib    lapor    ketenagakeljaan    perusahaari

penyedia jasa pekelja/buruh yang masih berlaku;
b.      fotocopy buldi kepesertaaanjamsostek;
c.      fotocopy  izin  operasional  perusahaan  |>enyedia  jasa•       pekelja/buruh; dan
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d.     surat   keterangan   tentang   status   hubungan   keria
pckelja di perusabaan penerima kelja.

(4)     Ketenfuan     mengenal     dokumen-dofumen     Pendaftaran
Perianjian   Penyerahan   Sebagian   Pekeq.aan   sebagaindana
dinaksud pada a.yat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

(5)     i)adam hal pendaftaran peljan].ion penyerahan sebagainana
dimaksud pada ayat (2) dan laporan sebagaimana dindsud
p.ada   ayat   (3)   Bupati   dapat   melimpahkan   kewenangan
kepada SFPD.

(6)     Perusaliaan      yang      tidak      melaksanakan      kewajiban
sebagaiinana  dimaksud  pada  a.yat  (2)  dan  (3)  dikenakan
sanksi adniinistratif.

BAB IX
TENAGA RERIA ASING

Pasal 27

(1)     Periisahaan   yang   memperkeljahan   Tenaga   Kelja   Asing
wajib:
a.      menunjuk   TKI   sebagal   tenaga   pendamping   dalam

rangka.  alih  teknologi  dan  alih  keahlian  dari  Tenaga
Kelja Asing;

b.      melaksanakan pendidikan dan pelatihan kelja bagi TKI
sebagainana  .dimaksud  pada  Pasal   8  yang   sesual
dengan kualifihasi jabatan yang diduduld oleh Tenaga
Kelja Asing;

c.    . melaporkan    keberadaan    Tengga    Kelja    Asing    di
perusahaan  kepada  SKPD  setelah  mendapatkan  lzin
kelja/Izin pexpanjangan; dan

d.      melaporkan  secara  berkala  program  pendidikan  dan
pelatihan bagi tenaga kelja pendanping kepada SKPD.

(2)     Ketentuan sebagaimana dinaksud pada ayat (1) hurufa dan
huruf  b,   tidak   berla]ai   bagi   Tenaga   Keq.a  Aging  yang
menduduld Jabatan direksi dan/ata.u Kolnisaris.

(3)     Prosedur  dan  tatacara  pelaporan  sebagainana  dimaksud
pada a.yat |1) hun].f c dan bunrf d, sesuai dengan ketentuan
peraturan penindang-undangan.

(4)     Perusahaan      yang      tidak      melaksanakan      kewaj.iban
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1)   dikemkan   sanksi
adninistratif.

BABX
PBRLINDUNGAN, PBNGUPAHAN DAN `JAMINAN  SOSIAL

Bagian Kesatu
<            Pedindungan kelja

Pasal 28

(1)     Setiap  pekelja/buruh  berhak mendapat perlindungan  atas
keselamatan     kelja,      kesehatan     kelja,      dan      Jikyiene
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|]erusahaan,   lingkungan   kerja.,   kesusflaan,   pemdiharaan
moril kelja  serta perlakuan yang  sesuai  dengan  martabat
manusia dan moral agama.

(2)     Tiap perusahaan wajib  melaksanakan perlindungan tenaga
kelja yang terdiri:
1.      norma wajib lapor ketenagakeljaan;
2.      nomia pelatihan tenaga. kelja.;
3.      norma hubungan ken.a;
4.     norma waktu kelja dan waktu istirahat;
5.      norma perlindungan upah;
6.      normajaminan sosial tenaga kelja;
7.     noma kebebasan berserikat bagi pekelja/buruh;
8.     noma penempatan tenaga keria yang mdiputi :

a.   wajib lapor lowongan kelja;
b.   penempatan tenaga. keq.a  dalam  negeri  (AKAL dan

AICAI));
c.   penempatari  tenaga ken.a luar  negeri  (pra,  selama

dan puma penempaLtan) ;
d.  penempatan dan penggLinaan tenaga kerja asing;

9.    . norma perlindungan pekeq.a perempuan;
10.   norma perlindungan pekelja anak;
11.   norma keselamatan kelja;
12,   noma keselamatan ker]'a mekanik;
13.   norma keselamatan keja listrik;
14.   norma  keselamatan  kelja  pesawat.  uap   dan  bejana

bertckanan;
15.   norma kelja konstmksi bangiman;
16.   norma       keselama.tan       ken.a       pencegahan       dan

penanggulangan kebakaran;
17.   norma. kes.ehatan kerja;
18.   norma keselamatan kelja lin8kungan dan penggunaan

bchan-bahali ldmia berbahaya; dan
19.   norma   pencegalian    HIV/AID    ditempat   keija   atan

penisahaan
(3)     Norma  ketenagakeriaari  §ebagaimana  dimcksud  pada  ayat

(2) merupalran satu kesatuan yang berhubungan erat satu
sama lain dalam perlindungan hak tenaga keria.

(4)     Bentick perlindungan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  q)
dan   ayat    (2),    dilaksanakan    sesual   denga].1   ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 29  '
'(1)     Pengusaha      wajib      menerapkan      sistem      manajemen

keselamata.n  dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan
sistem manajemen penisahaan.

(2)     Perusahaan    wajib    memilife    satu    orang    tenaga    ahli
keselamatan dan keselratan  kelja yang bersertifikat paling
rendah K3 umum.

(3)     Perusahaan wajib menycdiakan alat-alat keselama.tan kelja
yang dibutuhkan secari cima-cuma.



Pasal 30

(1)     Setiap  pesawat,  instalasi,  mesin,  peralatan,  balian,  barang
dan  produk  telmis  lainnya,  balk  berdiri  sendiri  maupun
dalam satu kesatuan yang mempunyal potensi kecelakaan,
peledakan,  kebakaran,  keracunan,  penyaldt  a]dbat  kelja
dan timbulnya bahaya lin8kungan keria harus  memenuhi
syarat-syarat   keselamatan   dan   kesehatan   kcH.a,   hkyierze
perusahaan, lingkungali kelja.

(2)     Penerapan syarat-syarat keselanatan dan kesehatan ken.a,
hkyierze perusahaan,  1ingivngan kelja berlalm untuk setiap
tahap    pekebaan    perancangan,    pembua.tan,    pengiu.lan,
pemalraiari   atau   penggunaan   den   pcm.bongkaran   atau
pemusnahan     melalui      pendckatan     kesisteman      dan
dilaksanakan      §esual      dengan     ketentuan     peraturan
peruzidang-undangan.

(3)     Untuk   memenuhi   syarat-syarat   sebagainana   dimaksud
pada   a.yat   (2),   maka   terhadap   peralatan   sebagainana
dimaksud   pada  ayat   (1),   harus   dilalmkan   pemeriksaari
administrasi  dan  fisik,  serta  pengujian  secara  telmis  oleh
Pegawal      Penga.was      Ketenagakeljaan      sesuai      dengan
keahli-ya.

(4)     Dalan hal peralatan yang telah dilaln]kan pemeriksaan dan
pengujian sebagainana dimaksud pada ayat (3), memenuhi
persyaratan   keselamatan    dan   kesehatan    keHa    sesuai
dengan  tahapan  pekeljaan  sebagainana  dinaksud  pada
ayat (2),?diberikan pengesahan pemahaian oleh SRTD.

Bagian Kedua
Waktu Kelja, Pekerja Anak dan PekeH.a Wanita

Pasal 31

(1)     Setiap  i)engusaha  wajib  melaksanakan  ketentuan  walthi
keria,
a.      7   (tujuh)   jam   sehari   dan   40   (empat   puluh)   j.am

seminggu untuk 6  (enam)  hari kel].a dan  I  (sa.tu)  hari
istirahat mingguan dalam seminggu; atau

b.      8   (delapan)  jam  sehari  dart  40   (empat  puluh)  jam
.       seminggu  `mtuk  5  (ima)  hari  keria  dan  2  (dua)  hari

istirahat mingguan dalam seminggu.

(2)     Pengusaha  yang  mempekeljakan  pekeria/buruh  melebihi
waktu  kelja  seba`gairpana dimcksud  pada aya,t  (1)  huruf a
dan hut b, wajib:
a.      ada persetujuan pengusaha. dan serika.t pekeria/serikat

buruh atau dengan pekelja/bunch yang bersan8laitan
apabila belum terbentuk serikat pekelja/ serikat buruh;

b.      paling banyak 3  (tiga) jam sehari dan  14  (empat belas)
jam .§eminggu;

c.   t  membayar upah keria lembur;
d.     ..memberikan istirahat kepada pekelja; dan
e.     'mendapat     izin     dari     SKPD     yang     membidangL

ketenagakelja,an.



(3)     Pengusaha       wajib    .  memberikan       istirahat       kepada
pekelja/burch:
a.     istirahat antara,  paling kurang 30  (tiga puluh)  merit

setelah bekeH.a 4 (empat) jam terus menerus;
b.     istirahat mingguan  1  (satu)  hari untuk  6  (enam)  hari

keSa dalam 1  (satu) minggu ate:u 2 (dua) hari untuk 5
(lima) hari keria dalam 1 (sat`i) minggu;

c.      istirahat pada hari libur resmi;
d.      istirahat  cuti  tahunan  paling  kurang  12  (dua  belas)

hari ken.a  setelah  bckelja  12  (dua  belas)  bulan  terus
menen]s;

e.      istirahat  bagi   pekelja  perempuan  yang  melahirkan
anak selama 45  (empat puluh lima| hari sebelum dan
45  (empat puluh lima) hari sesudah melahirkan,  atau
gugur kandung; dan

i.       Pekeq.a wanita yang merasakan saldt pada. nasa hard
dan memberit,thulcan kepada perusahaan tidak wajib

. bekelja pada hari pertama dan kedua pada. waltu haid.

(4)     Penyimpangan  jam  kerja  diluar  k;biasaan  sebagainana
dinaksud pada ayat (1) hanis dirundin8kan dan disepakati
dengan serikat pekerja/ serikat buruh.

(5)     Hari  pelaksanaari  pemilihan  umum  baik  untuk  anggota
DPRD maupun Bupati/Waldl Bupati dan hari daerah atau
hari yang diJiburkan.

(6)     Apafoila. peketja pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat
(5),    telpaksa   harus    masuk   kelja   karena   pemintaaLn
pengusaha inaka mendapatkan pemba.yaran upah lembur.

(7)     Hari-hari.  nbur   daerah   seperti   ga.war   da.yak   dan   paraje
(b ersih negeri) .

(8)     Ketentuan  mengenal  hari-hari  libur  daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.     `

Pasal 32

(I)     Pengusaha dilarang mempekeljalran anak.
(2) Pengecuali{m pada ayaLt (1), tersebut diatas bagi:

a.      anak berumur 13  (tiga belas) tahun sampal dengan 15
(lima belas) tahun untuk melakukan pekeq.aan ringan
sepanjang    tidak    mengganggu. perkembangan    dan
kesehatan fisik mental dan sosial;

b.      anak  beruniur  paling  sedikit  14  (empat  belas)  tahun
dapat mdakuhan pekeriaan di tempat keria bagian dari
kurikulum  pendidikan  atau  pelatihan  yang  ssh  dan
diberi     petunjuk     kelja     yang    jelas,     bimbingan,
pengawasan    dan    perlindungan    keselamatan    dan
kesehatan keria; dan
anak       dapat       melakukan       pckelj aan        7 ..-.
mengembanghan  bakat  dan  minatnya  ` -
dibawah pengawasan langsurl~
keq'a paling lama 3  /+;-.  .
1inghagan   ]-
fisik, mental, :
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(3)     Pengusaha  yang  mempekeriakan  anak  harus  memenuhi
persyaratan:
a.      edai izin tertulis dari orang tua/wadi;
b.      ada pep.anjian  kerja  antara pengusaha  dengan  orang

tua/waJi;
c.      waktujam keria  paling lalna 3 (tiga) jam schari;
d.      clilalmkan  slang  hari  dan  tidak  mengganggu  waktu

sekolah;
e.      keselamatan dan kesehatan ken.a;
f.       adanya hubungan kerja yangjelas; den
9.      menerima  upah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
.      pemndang-undangan.

Pasal 33

(1)     Pengusaha      dilarang.      mempekeljakan      pekerja/buruh
perempuan   hamil   yang       menurut   keterangan   dokter
berbahaLya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya
rna.upuri dirinya bila. bekelja antara pukul 23.00 s/d 07.00.

(2)     Peng`isaha yang mempeke5ahan perempuali  alitara pukul
23.00 s/d 07.00 wajib:
a.      memberikan makanan dan minuman bergizi;
b.     menjaga  kesusilaan  dan  keamanan  sela]na  ditempat

kelja;
c.      men.yediakan  antar. jemput  bagi  pekerja  perempuan

yang beran8kat dar]. pulang bekeria antara pukul 23.00
s/d pukul 05.00; dan

d.      Mendapat     ijin     dari      SKPD     yang     membidangi
ketenagakeljaan.

(3)     Pengusaha wajib  memberikan  kebebasall bagi wanita yang
beragama Islam untuk melaksanahan kewajiban agamanya
dalam   hal   beribadah    dan    menggunalran   jilbab    atau
kerudung di area pckeq.aan di dalam `perusahaan.

(4)     Pekeria  perempu`in  yang  sudah  berkeluarga  memilihi  hak
dan perlindungan yang sama dengan pekeda lald-lald yang
sudah  berkeluarga,   diantaranya  yang  berkenaari  dengan
pajak.?tau perlindungan kesehatan bagi keluarganya.

Bagian Ketiga
pen8upalian

Pasal 34

(1)     Setiap peketia/buruh berhak memperolch pen8hasilan yang
layak bari kemanusiaan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2)     Dalani    ran8ka.    mewujudkan    penghasilan    yang    layak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu ditetapkan upah
minimum      dengan      mempertinbangkan      peningkatan
kesejahteraan   pekeria   tanpa   mengabalkan   peningkatan
produktifitas       dan       kemajuan       perusahaan       serta
perkembangan perekonomian pada umummya
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(3)     Upah  ndkyum  hanya  berlaku  bagi  pekeria.  Iajang  atau
belurn menikah yang mempunyai nasa kerja sampai dengan
1 (satu) tahun.

(4)     Besaran kenaikan upah untuk pekeja/buruh dengan nasa
ken.a  lebih  dari  1  (satu)  tahim,  wajib  dibuat  kesepakatan
secara     tertulis     antara.     pengusaha     dengan     serikat
pckel5a/serihat buruh  atau  dengan  pckelja/buruh bna  di
perusahaan       tersebut       belum       terbentuk       serjkat
pekelja/serikatburuh.

Pasal 35

(1)     Upch  Minimum  Kabupaten  direkomendasikan  oleh  Bupati
kepada   Gubemur   dengan   memperhatikan   usulan   dari
D ewan Pengupahan Kabup aten.

(2)     Pengusaha dnarang membayar upah lebih rendah dari upah
Minimurn Kabupaten yang telah ditetapkan oleh Gubemur.

(3)     Bagi   pengusaha   yang   tidak   mampu   membayar   upah
minimum   sebagaimana   dimaksud   pada   a.yat   (2)   dapat
mengajukan    penangguhall    kepada    Gubemur    setelah
mendapatkan   persetujuan    dari    serikat   pekeria/serikat
bunih atas sepengetahuan Bupati dan Dewan Pengupahan
Karfupat,en,

(4)     Penanggithan  sebagainana  dimcksud pada a.yat  (3)  hamya.
dapat dflakukan selama 1 (satu) kali penangguhan.

(5)   Fa°bs:Sa¥en dandflatkta:a=ar±Pens=u¥anden¥:all  k¥gtu=
peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

.    (1)     Pengusaha   wijib.  menyusun   §truktur   dan   skala   upah
.           dengan   memperhatikan   golongan,   jabatan,   nasa   kelja,

pendidikan dali komp etensi.

(2)     Pengusaha   wajib   melakuhan   peninjauan   upah   secara
berkaJa,    sesuai   dengan   kemampuan   perusahaan   dan
produktivitas.

(3)     Pengusaha  wajib  menaikin  upah  pada  setiap  tahunnya
dengan melundingkan  dan  membuat kesepakatan  terlebih
dahulu dengan serikat p.ekerja/ serikat buruh.

(4)     Pengaturan pengupahan yang  diteta.pkan  dalanl peljanjian
kelja, peraturan perusahaari dan peljanjian ken.a bersama
tidak   boleh   lebih    rendah    atau    bertentangan    dengan
ketentuan peraturan penmdang-undangan.

(5)     Pengusaha      yang      tidak      melaksanahan      kewajiban
sebagaimana. dinaksud pada ayat (1./,  (2) dan (3) dikenakan
sanksi edministratif.
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Bagian Keempat
Jarian Sosial

pasal 37  '

{1)     Pengu§aha wajib  mengikutsertakan tenaga keljanya. dalam
program Janiinan Sosial Tenaga Kelja`.

(2)     Jaminan   sosial   tenaga   kelja   dalam   hubungan   ketia
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
a.     jaminan kecelakaan keq.a;
b.     jaminan kematian;
c.     jarfuanharitua;
d.     jaminan pemeliharaan kesehatan; dan
e.      Jaminan kecelakaan diluarjam keria.

(3)     Setiap   pekerja/bunih   dan   keluarganya   bchak   untuk
mempero|eh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

(4)     Keluarga sebagainana dimaksud pada ayat (3), adalah satu
istri/suami yang sah dan 3 orang anak.

Bagian Kelima
Kesempatan Beribadah

Pasal 38

(1)     Pengusaha ieib.memberikan kesempatan yang secukupnya
kepada  pekelja/buruh  untuk  melaksanakan  ibadah  yang
diwajibkan olch agamanya.

(2)     Kesempatan secukupnya se.bagaimana dimaksud pada ayat
(I),    yaitu    menyediakan    tempat    untuk    melaksanakan
ibadahnya    secara    balk,    sesual    dengan    kondisi    dan
kelnanpuan perusahaan.

DAB RI
FASILITAS KESENAHThRAAN

Pasal 39

(1)     Setiap      Perusahaan      wajib      menyelenggarakan      .a.ta.u
menyediakan fasilitas  kesejahteraan pekelja/bumh  antara

.1ch:
a.     Pelayanan keluarga berencana;
b.      tempatpenitipan bayi;
6.      tempatlaktasi;
d.      perurnahali pckerja/buruh
e.       faLsilitas seragam kerja;
f.       fasilitas Kesehatan dan Kese]amatan Keda (K3);
9.      fasilitas beribadah:
h.      fasilitas olaliraga;
i.       fasilitas kantin;
j.       fasilitas kesehatan;
k.      fasilitas rekreasi;
1.       fasilitas istirahat;
in     koperasi: dan
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n.     angkutan antarjemput pckelja.

(2)     Penyelenggataan    fasilitas    kesejahteraan    pekelja/buruh
sebagainana dinalcsud pada ayat (1), dilaksanakan dengan
memperhatikan kebut`+ham pekeria/ buruh dan kemampuan
perusahaan, .

BAR rm
HUBUNCIAN RERJA

Pasal 40

(1)     Hubungan  kelja  teriadi  karena   adanya  pebanjian  kelja
antara pengusaha dan peketja / buruh.

(2)     Peljanjian    keria    yang.   dipersyaratkan    secara    tertuJis
dilaksanakan     sesuai     dengan     ketentuan     peraturan
pemndangLundangan.

(3)     Syarat-syarat pejanjian ken.a:
a.      kesepakatan k.edua belah pinak;
b.     kemampuan  atau  kecakapan  melakukan  perbuatan

hinkum;
c.    . adanya. pekeljaan yang dipeljanjikan; dan
d.     pekeriaan    yang    diperjanjikan    tidak    bertentangan

dengan ketertiban umum dali kesusilaan.

(4)     Perianjian   ken.a   yang    dibuat    oleh    pars.   pihak   yang
bertentangan   dengan   ketentuan   sebagainana   dimaksud
pada a.yat (3) hunif a dan huruf b, dapat dibatalkan.

(5)     Perian].ion    keljti   yang    dibuat    oleh    para    pihak   yang
bertentangan   dengan   ketentuan   sebagaimana   dimaksud
pada a.yat (3) huruf c dan huruf d, batal demi hukum.

Pasal 41

(1)     Perlindungan     keria      dan      syarat-syarat     kerja     bagi
pekeH.a/bunin  yang  memili]d  hubungan  peljanj.ian  ken.a
untuk walthi tertentu,  harian  lepas,  pemagangan,  pekelja
pemborongan  dan/atau  pekelja  dari  perusahaan  penyedia
tenaga   kelja,   minimal   mendapatkan   perlindungan   dan
syarat-syarat keria yang sama dengan pekeria/bumh untuk
perianjian keria waktu tidak tertent\i.

(2)     Peljanjian   kelja  untuk  waktu  tertentu,   peljanjian   keria
harian  lepas,  pemagangan,  dan/atau  peketia/bumh  pada
peru.sahaan lain dari pemberi kelja tidak boleh dipekeq-akan
pada   pekeljaal}   yang   terus   menerus   atau   paLda   pl.oses
produksi.

(3)     Perusahaan   Penyedia   JasaL   Pekeria   wajib    mengajukan
rekomendasi tentang j.aba.tan dan jenis pekeljaan yang akan
diisi  oleb` tenaga  kelja  di  perusahaan  pemberi  kelja.  ke
SKPD.

(4)     Rekomendasi sebagalmana dinaksud pada ayat (1) memuat
izin  9p6rasional Perusahaan  Penyedia Jasa Pckelja,  Jenis
Pekerjaan   yang   dipeH.anjikan,   Jaba.tan,   Jumlah   Teinaga
Kenja dan Jan8ka Walchi Penggunaan Tenaga Kelja.
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(5)     Dalam hal perusaliaan pada jasa pekeria tidak mengajukan
rekomendasi,  maka  status  tenaga  keja  menjadi  pekerja
tetap pada perusahaan pemberi kerja.

Pasal 42

Pengusaha  yang  menerapkan   sistem   peljanjian  kerja  waktu
tertentu, peljanjian harian lepas, pemagangan, dan/ atau pekeria
pada perusahaan pemborongan pekeH.aan wajib membayar upah
pokck  paling  sedildt  5%   (lima  persen)  lebih  besar  dari  Upah
Mirinum Kabupaten yang berlaku di Kabupaten sanggau.     2

Pasal 43

(I)     Peljanjian...keria,.   pexpanjangan    peljanjian    keria    dan

:I:=abtu¥an"p:edq:ji:ndk:H:a:ert±n%a?£Fisds=ar±e::=a
SKPD.

(2)     Prosedur   tata   cara   pembuatan   dan   pendaftaran   serta
pelaksanaan perjan].iari keq'a dia.tur oleh SKPD.

BABm
SERIKAT PERERIA

Pasal 44

(1)     Disetiap  perusahaan  diharaphan  telah  terbentuk  serika.t
pekelja/ serikat buruh.

(2)     Kemerdekaan berserikat, berrfumpul, mengeluarkan pikiran
baik   secara.  Iisan   malpun   secara   tulisan,   memperoleh
pekeriaan dan penghidupan yang layak bad kemanusiaan,
serta  mempunyal  kedudukan  yang  sama  dalam  hukum
merupakan hak seqap warga ncgal.a.

.(3)     Dalam    rangka    mewujudkan    kemerdekaan    berserikat,
Pekelja./buruh i rberhak  membentuk  dan   mengembangkan
serikat pekelja/Serikat buruh yang b€bas, terbuka, mandiri,
demokratis , dan bertanggungiawab.

(4)     13ahwa  serikat  peke€a/serikat  bumh  merupakan  sarana
untuk     mempeq.uangkan,     melindungi,     dan     membela
kepentingan   dan   kesejahteraan   pekeq.a/buruh   beserta
keharganya,  serta mewujudkarL hubungan industrial yang
hamonis, dinamis, dan berkeadilan.

Pasal 45

(1)     Serikat  pekeq.a/serikat  buruh,   federasi   dari   konfederasi
serikat pekeH.a/serikat  bunin  menerima  Pancasila  sebagal
dasar   negara   dan   Undang-Undang   Dasar   Tahun   1945
sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2)     Serikat   pekerja/serikat   bumh,   federasi   dan  konfederasi
serikat pekelja/serikat bunin mempunyai asas yang tidak
bertentangan dengan Pancasfla dan Undang-Undang Dasar
Tchun 1945.
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Pasal 46

Serikat pekelja/serikat buruh,  federasi  dan konfederasi  serikat
pcker].a/serikat buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri,
demohatis, dan b ertanggung jawab.

BAB AV
HUBUNGAN INDUS'IRIAL

Pasal 47

(1)     Dalam   melalcsanakan   hubungan   industrial,   Pemerintah
Daerah     mempunyai     fungsi     menetapkan     kebijakan,
memberikan  p.elayanan,   melaksanakan  pengawasan,   dan
melalndran   penindakan   terhadai)   pelanggaran   peraturan
pemndang-undangan ketenagakerj aan.

(2)     Dalam  melalcsanakan  hubungan  industrial,  pekelja/buruh
dan  serika.1:  pekeria/serikat  buruhnya  mempunyal  fungsi
menjalankan    pekeljaan    sesual    dengan    kewajibannya,
menjaga      ketertiban      demi      kelangsungan      produksi,
menyalurkan  aspirasi  secara  demoltratis,  mengemban8kan
keteranpilan,   dan   keahliannya   serta   ikut   memajukan
perusahaan  dan  mempeljuan8kan  kesejahteraari  anggota
beserta keluarganya.

(3)     Dalan melakeanakan hubungan industrial, pengusalia dan

::gm=+Saa:,P::n¥::b:yinme:spaunhuna?aric¥p8esr£)u¥seni:£gan¥an
ken.a, dan memberikan kesejahteraan pekelja/bunih secara
terbuka, demckratis, dan berkeadilan.

Pasal 48

Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana:
a.      Serika.t pckelja/Serikat Buruh;
b.      Organisasi pengusaha;
c.       Lembaga Ken.asama Bipartit;
d.      Lembaga Keljasama 'Thpartit;
e.      Peraturan perusahaan;
f.       Perjanjian Kelja Bersama;
9.      Peraturan perundang-undangan Ketemgckeriaan; dan
h.      Lembaga penyelesalan perselisihan Hubungan Industrial.

\
Pasal 49

(1)     Setiap   pekelja/bumh   berhak   membentuk   dan   menjadi
anggota serikat pekelja/ §erikat buruh.

(2)     Serikat  pekelja/serikat  buruh  dibentuk  paling  sedildt  10
(sepuluh) orang pekeq.a/buruh.

Pasal 50

(1)    Setiap pengusaha berhak membentu]c dan menjadi anggota
organisasi pengusaha.
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(2)     Sedap    pengusaha    dapat.   menjadi    anggota    organisasi
pengusaha    .   yang        lchusus         menangani        bidang
ketenagakeriaan.

(3)     Setiap perusahaan yang berada di daerah dianjurkan untuk
masuk ke Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Pasal 51

(.1)     Setiap  pengusaha  yang  mempekeljakan  50  (lima  puluh)
orang pekelja/buruh atau lebih, wajib membentuk lelnbaga
keljasama bipartit yang dicatatkan ke SKPD.

(2)     Lembaga kejasama bipartit sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1),  berfungsi  seba`gal  forum  komunika.si,  konsultasi
dan  musyawarah  untuk  memecahkan  permasalahan  di
perusahaLan.

(3)     Keanggotaan Lemba`ga Ke¢asama Bipartit tc'rdiri dari uusur
pengusaha   dari   unsur   serikat   I)ekeria/serikat   buruh
dan/atau unsur pekeH.a/buruh yang ditunjuk/dipilih oleh
pekeria/b.ur`in  secara  demokratis  apabila  di  perusahaan
tersebut belum terbentuk serikat pekelja/ serikat bunin.

(4)     Setiap   pengusaha  yang  tidak  melaksanakan   kewajiban
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenakan  sanksi
adrfustrative.

Pasal 52

(1)     Pemelintah daerah wajib  membentuk I.embaga Keljasama
Tripatit  dan  dapat  menycdiakan  dana  operasional  yang
bersumber dari Anggaran Pendapafan dan Belanja Daerah.

(2)     Lembaga  Keljasana  Tripartit  memberikan  pertimbangan,
saran dan pendapat kepa.da Pemerintah Daerah dart pihak
terkait   dalam   penyusunan   kebijakan   dan   pemccahan
masalah ketenagakelj aan.

(3)     Keanggotaan'   Lembaga   Kejasana   Tripartit   terdiri   dari
unsur   Pemerintah,   organisasi   pengusaha   dan   serihat
pekeria/serikatburuh.

(4)     Pembentukan,  Susunan  Organisasi,  'I\lgas  Pokok  Fungsi
dan Tath Ken.a Lembaga sebagajmama dimaksud paLda a.yat
(1),   .ditetapkan    sesual    dengan    ketentuan    peraturan
penindang-undaingan.                                                              `

Pasal 53

(1)     Setiap   pengusaha   yang   mempekeu.akan   pckeba/buruh
paling sedikit 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan
Perusahann,  yang  mulal  berlaku  setelah  disahhan  oleh
SRTD.

(2)     Peraturan  perusahaan, sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1)  tidak boleh bertentangan  dengan ketentuan peraturan
perundang-undarngan.
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(3)     Serriat peker].a/serikat bunih sebagaimana dimaksud pada
Pasal  49  ayat  {2),  memberitahulcan  secara tertulis  untuk
dicatat di SFPD.

(4)   E.a:= i;Lak:y=takT2)¥g:£bta8=k=ri:/tr±Sudbde:h=
:inenghinpun       dan       mengelola       keuangan        serta
mempertangungi awabkan keuangan organisasi.

PasaJ. 54

'   (1)     Kewajiban  membuat  Peraturan  Perusahaan  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  53   ayat  (1),   tidak  berlalm  bagi
perusahaan yang telch melniliki Perjanjian Kelja Bersama.

(2)     Peljanjian      Kelja      Bersama      dibuat      oleh      serika.t
pekeq.a/ serihat       bunin       atau       beberapa       serikat
pekelja/serikait  bunin  yaiig  tercatat  pada  SKPD  dengan
pengusaha ata.u beberapa. pengusaha.

(3)     Penyusunan    Pep.anjian    Kelja    Bersama    sebagainana
dinaksud pada a.yat (2), dilaksanakan secara musyawarah.

(4)     Perianjian  Kelja  Bersama  schagaimana  dimal[sud  pada
ayat  (2),  harus  dibuat  secara tertulis  dengan  hunif latin
dan menggunakan bahasa Indonesia.

(5)     Dalqm hal terdapat Peljanjian Kelja. Bersania yang dibuat
tidak  menggunakan  bahasa  Indonesia,  maka  Perjanjian
Kelja Bersama tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia oleh penejemah tersulnpah.

(6)     Peljanjian  Keq.a  Bersana  sebagaimana  dimaksud  pada
a.yat (2), ha.rus didaftarkan pada SKPD.

(7)     Perianjian  Ketia  Bersama  sebagaimana  dimaksud  paLda
ayat  (2)  Paling  kurang  hams  lebih  baik  dari  peraturan
perusahaan dan/ a.tan p eraturan perundang-undangan.

BA13 rv
PENYELESAIAN `PERSBLISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bagian Kesatu
Penyelesalan Perselisihan

Pasal.55

(1)     Persensihan    Hubungan    Industrial    wajib    diupayakan
penyelesaian  terlebin   dahulu   oleh   pckerja/buruh   atan
serikat             pekelja/ serikat             bunin             dengan
pengusaha/gabungan   pengusaha   melalui    perundingan
bipartit secara musyawarah untuk mufakat,

(2)     Dalam hal perundingan sebngaimana dinaksud pada ayat
(1),  tidak  mencapai  kesepakatan  maka.  salah  satu  pihak
atau   kedua   belah   pihak   mencatatkan   perselisihannya
kepada  SKPD  derigan  melampirkan  bu]di  telah  diadakan
perundingan   bipartit   untuk   diselesaikan   oleh   Daerah
melalui mediasi.
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(3)     Dalam hal musyawarah sebagaimana dinaksud pada ayat
(1)  dapat  tercapai  kesepakatan,  .maka  dibuat  perianjian
bersama  yang  ditandatangani  oleh  para  pihak  sifatnya
mengikat  dan  menjadi  hukum  serta  wajib  dilaksanakan
oleh para pihak.

(4)     Dalani hal tercapal kesepakatan penyelesaian perselisihan
hubungan``:  industrial    melalui    mediasi    maka    dibuat
perianjian  bersama yang  ditandatangani  oleh  para pihak
dan  disaksflcan  oleh  mediator  dan  didaftar  di pengadilari
hubungah  industrial  pada  Pengadilan  Negeri  di  wilaiyah
hukum   pihak-pihak   mengadakan   pejanjian    bersama
untuk mendapatkan akta buldi pendaftaran.

(5)     Dalari   fial   tidck   tercapai   kesepakatan   penyelesaiaan
persensihan  hubungan  industrial  melalui  mediasi  mgka
mediator mengeluarkan anjuran tertulis ,

(6)     Dalam  hal  anjuran  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pasal
55 ayat (5)  ditolak oleh salah satu pihak atan para pihak
maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan
p.enyelesaian     perselisihan    ke     pengadilan    hubungan
industrial pada Pengadflan Negeri setempat.

(7)     Penyelesaian perselisihan sebagaimana. dimaksud pasal 55
ayat   (6)   dilakeanakap   dengan  pengajuan   gugatan   oleh
salah satu pihak di pengadilan hubungan industrial pada
Pengadilan Negeri setempat.

(8)     Media.tor   menyelesalkan   tugasnya   dalam   wa]chi   paling
lanbat 30 (tiga puluh) hari ken.a terhitung sejak menerima
pelimpahan      penyelesaian      perselisihan      sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) .

Bagian.Kedua
Pemut`isan Hvibungan Keria

i         Pasal 56

Pemutusan  Hubungan  Kelja  meliputi  pemutusan  hubungan
kelja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hulmm atau
tidak,  milik  orang perseorangan,  milik persekutuan  atau  milik
.badan hukum, balk milik swasta maupun milik negara, rna.upun
usaha-usaha  sosial  dan  usaha-usaha  lain  yang  mempunyal
penguru§  dan  mempekeljakan  orang  lain  dengan  membayar
upah atau imbala]i da]am bentuk lain.

Pasal 57

(1)     Pengusaha,  pekelja/buruh,  serikat pekelja/serikat buruh,
dan   Pemerintah   Daerah,   dengan   segala   upaya   harus
mengusahakan agrr jangan teq.adi pemutusan hubungan
kelja.

(2)     Apabila. pemutusan hubungan ken.a, tidak dapat dihindari
maka    maksud    pemutusan    hubungan    kelja    wajib
dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekeria/serikat
bumh atau dengan pekerja/buruh apaLbfla pekelja/buruh
yang    bersan8kutan    tidak    menjadi    anggota    serikat
pekelja/ serikat buruh.
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(3)     Dalam hal perundingan sebagainana dimcksud pada a.yat
(2),   tidak  menghasilkan  persetujuan,  pengusaha  hanya
dapat memutuskan hubungan keria dengan pekelja/ bunin
setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesalan
Hubungan Industrial.

PaBal 58

FTosedur dan tatacara Pemutusan Hubungan Kelja, pembayaran
uang pesangon, uang penggantian nasa keba dan penggantian
hah    dilaksanakan     sesuai     dengan    ketentuan     peraturan
per`mdang-undangan atau pejanj ian kerja bersama.

Bagian Ketiga
Mogok Kerja

Pasal 59

(1)     Mogck kerja seba`gal hak dasar pekeq.a/buruh dan serikat
pckeria/serikat buruh  ditentukan  secara sah,  tertib,  dan
damal sebagai ak±bat gagalnya perLindingan.

(2)     Pelakeanaan mogok kelja bagi pekeija/buruh yang bekeja
pada   perusahaan   yang   melayani   kepentingan   umuln
dan/atau       perusahaan       yang      jenis       kcgiatarmya
membahayakan     keselanatan     jiwa     manusia     diatur
sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan
urnum dan/atau membahayakan keselanatan orang lain,

(3)     Tindckan peliutupan perusahaan harus  dilakukan  §esuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)     SKPD  wajib  melahackan  upaya  penyelesaian  persdisrfuan
hubungran   industrial   yang   menyebabkan   mogck   kelja
sebagaimana. dimaksud pada a.yat a), aye.t (2) den ayat (3).

Bagran Keempat
•                        Penutupan perusahaan

Pasal 60

(1)     Penutupan perusahaan merupakan hak dasar pengusaha
unt`jik menolak  pekelja/buruh  sebaBian  ata.u  seluruhnya
untuk  men].alankan   pekel].aan   sebagai   akibat   gagalnya
pemndingan.

(2)     Pengusaha    tidak    dibenarkan    melakukan    penutupan
perusahaan sebagai tindckan bala§an sehubungan adanya
tuntutan  nomatif  dari  pekeH.a/buruh  dan/atau  serikat
pckeri/serihatbTrd.

(3)     Tindakan penutupan  peru'sahaan  haLrus  dilakuhan  sesuai
dengan ketentuan p eratgran penmdang-undangan.
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BAR XVI
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 61

(1)     Bupati  mela]ouhan  pembinaan  terhadap  penyelenggaraan
ketenagakeljaan.

(2)     Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.    bimbingan dan penyuluhan dibidang ketenagakeriaan;
b.    bimbingan          perencanaan          telmis          dibidang

ketenagakerjaan;  dan
c.    pemberdeyaan masyarakat dibidahg ketenagakeljaan.

(3)     Kel:entuan  mengenai  prosedur  dan  tata  cara.  pembinaan
sebaLgailnana dimaksud  pada  ayat  (2),  diatur  lebih  lanjut
dengali Peraturali Bupa.ti.

(1)     Pengawasan dilakulGan    oleh    pega.wai
pengawas  ketenagakeljaan  yang  mempunyal  kompetensi
dan    independen    serta    dapat    berkoordinasi    dengan
instansi/ 1embaga terkalt.

(2)     Pega.wai penga.was ketenagakeriaan sebagalmana dimaksud
pada ayat (1), diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(3)     Ketentuan   mengenal   mekanisme   pengawasan   terhadap
pelaksanaan   Peraturan   Daerah. ini   diatur   lebih   lanjut
dengan Pe.raturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengendafian

Pasal 63

(1)     Bupati melaloukan pengendalian terhadap penyelenggaraan
ketenagakeljaan.

(2)     Setiap       perusahaan       wajib       melaporkan       kegiatan
ketenagal[erjaan secara tertulis kepada Kepala. SKPD.

(3)     Keteutuan mengenai prosedur  dan  tata cara pelaksanaan
pengendalian dan pelaporan sebagaimana dimakeud p`ada
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB NI
PENYIDIKAN

Pasal 64

(1)     Selain  Pejabat  Penyidik  Umum  yang  bertuga`s  menyidik
tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana
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dimaksud  dalam  Peraturan  I)aerah  ini,  dapat  dilakukan
I.uga  olch  PPNS  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  yang
pengan8katannya   ditetapkan   sesual   dengan   ketent`}an
pera.-turan perundang-undangan.

(2)     Dalan mdaksanakan fugas penyidikan, PPNS sebagainana
climaksud pada ayat (1), berwenang:
a`    Menerima   laporan   atau   pengaduan   dari   seseorang
•    tentang adanya tindak pidana;

b.    Melaksanakan  tindakan   pertama  pada   saat   itu   di
tempat kejadian dan melalnikan pemeriksaan;

c.    Menyuruh berhenti seorang tersan8ka dan memeriksa
tarida pengenal diri ters angka;

d.    Melakukan penyitaan benda eta:u surat;
e.    Mengambil sidik j.ari dan memotret seseorang;
f.     Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;
9.    Mendatangkan   tenaga   ahli   yang   diperlukan   dalam

hubungan dengan pemeriksaan pet.kara;
h.  Fee¥i!:::Fanpe;e¥ipdia:anbp±nwy:1i#akse,t=¥p=tenfa:

buldi atau peristiwa tersebut bukan menipalcan tindak
pidana       dan       selanjutnya       melalui       penyidik
memberitahi]kan hal tersebut kepada Penuntut umum,
tersan8ka atau keluarganya; dan

i.     Mengadakan tindckan lain menurut hulcum yang dapat
dipertanggungiawabkan.

(3)     PPNS   sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (2),   membuat
berita acara setiap tindakan tentang:
a.    pemeriksaan tersangka;
b.    pemasukan rumah;
c.    penyitaan benda;
d.    pemeriksaan surat;
e.    pemeriksaan saksi; dan
f.     pemeriksaan   ditempat   kejadian   dan   mengirimkan

berkasnya kepada Pengadilan Negeri melalui penyidik
Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

(1)     Sanksi administrasi yang dikenakan sebagai berikut :
a.    Teguran;
b.    Peringatan tertulis;
c.    Pembatasan  kegia.tan usaha;
d.    Pembefuan kegiatan usalia;
e.    Penghentian   sementara  sebagian  atan  seluruh  alat

produksi; ata.u
f.     Pencabutan ijin.

(2)     Ketentuan mengenal prosedur tata cara  dan `pelaksanaan
sanksi administrasi sebagainana dimaksud pada ayat (1),
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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BAB XIX
KRTENTUAN PIDANA

Pasal 66

(1)    Barang siapa mclanggar ketent`].an sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1),  Pasal  10 ayat (3), Pasal  15 ayat (4),
Pasal 16 aya.t (3), Pasal 20 a.yat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal
25 ayat  tl)  dan  t3),  Pasal 31  ayat (1),  |2)  dan t3), Pasal 32
a.yat  (1)  dan  (3),  Pasal  35  (2),  Pasal  37  ayat  (1),  Pasal  39
ayat (1) dan Pasal 42,  dkenakan sanksi pidana kurungan

E#go]=%`.8o(::_andrbau]apnuldL=/j:iu:e:ida)P¥£iquj¥E
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(2)    Sanksi- terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat    (1)',    tidak   menghilan8kan    kewajiban    pengusaha
membayar hck-hak dan/atau ganti kenigian kepada ten^aga
ken.a/buruh.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar    setiap    orang   dapat   mengetahuinya,    memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Daerah  ini  dengan  penempatannya

•   dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Sanggau
pada tanggal 15 Mei 2012
BUPATI SiENGGAU,

ttd
`SETIMAN H.  SUDIN

Diundan8kan di  SanggaLu
pada tanggal  9 Maret 2013
SEKREIARIS DAERAII KABUPATEN SANGGAU

ttd

C. ASPANDI

LEMBARAN DAERAII KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya.
FEPAIA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ttd
YAKOBUS. SH. MII

PeTnbira (IV/ a)
NP.  19700223  199903  1  002.

32



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAII KABUPATEN SANGCIAU
NOMOR   12 TAHUN  2012

TENTANG
pBNyELENGCIARAAN IErBNAGAKERIAAN

I.   PENJELASAN UMUM

Pembangunari   daerah   sebagal   bagian   integral   dari   |]embangumn
nasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi daerah, yang memberikan
kewenangan  yang  luas,  nyata  dan  bertanggungjawab  kepada    pemerintah
daerah untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  sendiri  alas  dasar prakarsa,

i=a:et=a=jd=Pira=aien¥a.¥di¥£as±¥tg=i:m=±8k%e:::=:ianL¥
besar    kepada    pemerintah    daerah    dalaln    menyelenggarakan    unlsan
pemerintahan, termasuk dalan penyelenggaraan ketengalceriaan.

Penyelenggaraan     ketenagakeriaali  didaerah  diarahlrali     pada.  suatu
hubungan ken.a yang dinaris,- harmoris, selaras, serasi dan seimbang antara

.   pengusaha  dan  pekerja,  yang  pada  gilirannya  akan  dapat  meningkatkan
produktivitas  daerch,  ketenangan  usaha  dan  ketenangan  kelja  sesuai  asas
hubungan     industrial.     Untuk    mewujudkali     hal     tersebut     diperlukan
penin8katan pelayanan prima yang bgrsendikan pada kepastian, kemanfaatan,
keadilan  dan peran serta masyarakat.

Pemerintah  Kabupa.ten    Sanggau    yang  diproycksikan  sebagai  sentra.
industri,   perdagangan  dan  perkebunan  memerlukan  dulnmgan  pelaLyanan
dibidang   ketenagakeriaan   yang   lebih   memadai   dan   optinal,   sehingga
permasalahan    ketenagakeq.aan    yang    meHputi    rfualitas    tenaga    keria,
penggangguran,  serta  perlindungan  tenaga  kelja  dapat  diselesaikan  dengan
baik-

DaJam  pelatihan  kelja  sebagal  bentuk  pelayanan  kepada  masyarakat
diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi
ken.a   guna   meriin8katkan   kemampuan,   produktivitas   dan   kesejahteraan
demi]dan   pula  halnya  dengan   penempatan   tenaga  kelja   dan   perluasan
kesempatan  keria  merupakan  pela.yanan  untuk  mengatasi  pengangguran.
Sedan8kan Perlindungan tenaga keB.a dimaksudkan untuk menjamin hak-hak
dasar pckeq.a  dan  menjamin  kesamcan  kesempatan  serta  perlakuan  tanpa
diskriminasi    atas     dasar    apapun    untuk    mewujudhan    kesejahteraan
pekeq.a/buruh dan .keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan
dunia. usaha. Hal ini dimaksudkan agar pekeria merasa aman tanpa. dihantui
perasaan ]chawatir akan  keselamatan  dan  kesehatan yang  dialdbathan  oleh
pekeljaan  maupun  lin8l"ngan  ken.anya  serta  mendapatkan  perlindungan
moral, kesusnaan dan perlakuan yang sesual dengan harkat martabat manusia
serta. hilai-nilal agana.

1

11.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Crfupjelas.

.

Pasal 2
Asas  pembangunan  ketenagakeljaan  pada  dasarnya.  sesual  dengan  asas
pembangunan  nasional,  khususnya  asas  demolffasi  Pancasila  serta  asas
adil   dan   merata.   Pembangunan   kete'nagakeriaan   mempunyal   ban:yak
dimensi dan ketel'kaitan dengan berbagal bihak yaitu antara pemerintah,
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penginsaha  dan  pekelja/buruh.  0leh  sebab  itu,  pembangunan  ketenaga-
ke¢aan dilaksanakan secara. terpadu dalarn bentuk kerja sama yang saling
mendukung, dengan mendasarkan pada:
a.   Kekeluargaan      dan      kemitraan,      yaltu      mengandung      maksud

penyelenggaraan        ketenagakeriaan    dflakukan    secara    serasi    dan
harmonis  yang  mengedepankan    kepada  prinsip  kebersamaan  antara
tenaga kerja./ buruh dari perusahaan.

b.   Perencanaan dan pemberdayaan tenaga kerja secara bel.kesinambungan,
yaltu      mengandung      maksud     periyelenggaraan      ketenagakeq.aan
dilakukan  melalui suatu pola perencanaan yang bel.kesinamburigan dan
terpadu antar lintas §ektoral dalam rangka. mewujudhan pemberdayaan
tenaga kerja/ bund;

c.   Persanaan,  keadilan  dan  perlindungan  hukum,  mengandung Inaksud
bahwa penyelenggaraap   ketenagakeq.aan tidak boleh  disldiminasi  dan
harus  dapat  memberihan  perlindungari  huh]m  yang  memadal  dan
mencerlninkan keadilan bagi penisahaan dan tena.ga. kerja/buruh untuk
memperoleh  hak. .dan melaksanakan kewajibannya secara proporsional
sesual  ketentuan hukum yang berlaku;

d.   Peningkatan kesejahteraan tenaga ken.a dan janinan sosial tenaga kerja.
9erta   keluarga   serta   puma   keja,   mengandung   makgud   bahwa
penyelenggaraan   ketenagakebaan   harus   mendasarkan   pada   upaya
pemenuhan penin8hatan kesejahteraan tenaga kelja dan janinan sosial
tenaga kelja serta kduanga seria puma keja;

e.   Peningkatan   produlidvitas   demi   kelangsungan   usaha   dan   ramah
investasi,        mengandulig        maksud        bahwa        I)enyelenggaraali

:ee::::g¥ffirkrddaiaip¥r.spfdfnT:Zak::¥an¥utt=p:osd¥%:
ramah lin8laingan dan sosial;

f.    Keterlibatan    peran    selunih    stakeholders    dalam    penyelenggaraan
ketenagakerajaan, mengandung maksud bahwa dalam penyelenggaraan
ketenagakejaan  perlunya  peran  aktif  selunin  komponen  pemangku
kepentingan.

Pasal 3
Crfupjelas.

Pasal 4
Cukup jelas .

Pasal 5
Ayat (1)

Setiap tenaga kelja mempunyal hak dan kesempatan yang sama untuk
memperoleh pekeljaan dan pen9hidupan yang layak tanpa membedakan
jeliis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat
dan kemampuan tenaga keq.a yang 1]ersan8lmtan, termasuk perlakuan
yang sama terhadap para penyandang cacat.

Ayat (2)
Pengusaha harus memberikan hak dan  kewajiban pekelja/buruh tanpa
membedakan jeris kelamin,  suku,  rag,  agama, wama kulit,  dan aliran
politik.

A

Pasal 6
Cukup jehs.
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Pasal 7
Cfurfup jelas.

Pasal 8
Crfupjelas.

Pasal 9
Cufup jelas.

ii' Pasal 10-pjelas.
Pasal 11

Crfup j c;las.

Pasal 12
Cthhpjelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Yang  dimaksud  dengan  terbuka  adalah  pemberian  informasi  kepada
pencari keq.a  secara jelas  antara lain jehis  pekeq.aan,  besarnya upah,
dan jam kelja. Hal ini di|)erlukan untuk melindungi pekeria/bunih serta
untuk   menghindari    teljedrtya   persensihan    setelah   tenaga   keria
ditempatkan.

Yang dimaksud dengan bebas adalali. pencari kerja bebas memilih jenis
pekeg.aan dan pemberi keq.a bebas memilih tenaga kerja, sehingga. tidak
dibenarkan pencari kezja dipaksa untuk menerima suafu pekeq.aan dan
pemberi keg.a tidak dibenarkan dipaksa untuk menerima tenaga kezja
yang ditavarkan.

Yang dinaksud dengan obyeldif adalah pemberi kerja agar menawarkan
pekeljaan    yang    cocck    kepada    pencari    kerja     sesuai     dengan
kemampuannya dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta harus
memperhatikan   kepenting.an  umum   dengan   tidak  memihak  kepada
kep entingari pihak tertentu.

Yang dimaksud dengan adil dan .setara adalah penempatan tenaga kelja
dflafukan berdasarkan kelnanpuan tenaga kelja dan tidak didasarkan
atas ras, jenis kelamin, wama kulit, agama, dan aliran politik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)                                      ,i`.
Pemerataan  kesempatin  kelja  harus  dapat  memberikan  kesempatan
yang  saria  untilk  memperoleh  pekedaan  bagi  seluruh  tenaga  ker3a.
sesuaj   dengan   bakat7   minat,   dan   kemampuannya.   Demikian   pula
pemerataan  kesempatan  ken.a  perlu  diupayakan  agar  dapat  mengisi
kebutuhan tenaga kelja di selunin sektor dan daerah.

Pasal 14
Crfup jelas.

Pasal 15
Curfupjelas.
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Pasal 16
Crfupjelas.

Pasal 17
Crfup jela§ .

Pa8al 18
Cunp jelas.

Pasal 19
Crfupjelas.

Pasal 20
Crfup jelas.

Pasal 21
Crfupjelas.

Pasal 22
Cthp jelas.

Pasal 23
Cutup jelas.

Pasal 24
Crfup jelas.

Pasal 25
Crfup jelas.

Pasal 26
Ayai(:)an

hal  tidak  terdapat  perusahaan  yang  berbadan  hulmm  atau
terdapat perusahaan berbadan hukum tetapi tidak memenuhi kualifikasi
untuk   dapat   me.1aksanakan   sebagian   pekeljaa]i   dari   perusahaan
pemberi pekeljaan,  maka penyerahan  sebagian pelaksanaan pekeriaan
dapaLt diserahkan pada perusahaan yang bLikan berbadan hukum.

Ayat (2)
Crfup jelas.

Ayat (3)
Crfupjelas.

Ayat (4)
CThp jelas.

Ayat (5)
Crfup jelas.

Ayat (6)
Crfup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)

Htiruf a
Tenaga kerja pendamping tenaga keda aging tidak secara otornatis
menggantikan  atan  menduduld jabatan  tenaga  kezja  asing  yang
didampingiva.  Pendampingan tersebut lebih dititikt)eratkan pada
alih  teknologi  dan  alih  keahlian  agar  tenaga  keq.a  pendamping
tersebut   dapat   memiliki  kemampuan   sehingga  peda.  walrfunya
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diharapkan     dapa.t     mengganti     tenaga     keq.a     asing     yang
didanpinginya.

Huruf b
Pendidikan dan pelatihan ken.a oleh pemberi ken.a tersebut dapa.t
dilcksanakan  baik  di  dal8m  negeri  rna.upun  dengan  mengirimkan
tenaga kelja Indonesia untuk berlatih di luar n`egeri.

Huruf c
Cukupjelas.

Huruf d
Culmpjelas.

Ayat (2)-p jelas.
Ayat (3)

Crfup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28
Crfupjelas.

Pasal 29
Cukupjelas.

Pasal 30
Cthp jelas.

Pasal 31
Ayat (1)

Crfupjelas.
Ayat (2)

Mempekerial[an   lebih   dari   waktu   keg.a   sedapat   mungldn   harus
dihindarkan   karena   pekeba/buruh   harus   mempunyal   waktu   yang
culnip untuk istirahat dan memulihkan kebugarannya.  Namun,  dalam
hal-hal   tertentu   terda.pat  kebutuhan   yang   mendesak   yang   hams
diselesaikan segera dan tidak dapat dihindrri  sehingga I)ekelja/buruh
harus bekerja. melebihi waktu kelja.

Ayat (3)
Cinkupjelas.

Ayat (4)
Crfup jelas.

Ayat (5)
Crfupjelas.

Ayat (6)
Crfupjelas.  .

Ayat (7)
Cunpjelas.

Ayat (8)
.Cthpjelas.

Pasal32    .
Crfupjelas.

Pasal 33
Crfupjelas.
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Pasal 34
Ayat (1)

Yalig dinaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang
layak adalah jumlah penerimaen atau pendapatan pekeq.a/ buruh dari
h.asil   pekeriaannya   sehingga   mampu   memenuhi   kebutuhan   hidup
pekelja/buruh  dan  keluanganya  secara wajar yang meuputi  mahanan
den minuman,  sandang, per`mahan, pendidikan,  keeehatan,  rekeeasi,
dan jaminan hari tua.

Ayat (2)
Crfupjelas.

Ayat (3)
Cfukup I.elas.

Ayat (4)
Culmp jelas.

Pasal 35
Ayat (1)

Crfup jelas.
Ayat (2)

Crfup jelas.
Ayat (3)

Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi pinsahaan yang tidak
mampu     dinaksudkan     tlntuk    membebaskan     perusahaan    yang
bersan8kutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam lnmm
waktu    tertentu.    Apabila    penangguhari    tersebut    berakhir    maka
perusahaan  yang  bersangkutan  wajib  melaksanakan  upah  mininum
yang berlaku  pada  saat itu  tetapi  tidak wajib  membayar pemenuhan
ketentuan   upah   minimum   yang   berlaku   pada   waktu   diberikan
pe,nangguhan.

Ayat (4)
Crfupjelas.

Ayat (5)
Crfupjelas.

Pasal 36
Ayat (1)

Penyusunan  strulrfur dan  skala upah  dinaksudkan §ebagai  pedoman
penetapan upah sehingga terdapat kepastian upah tiap pekelja/buruh
serta   untuk   mengurangi   kesenjangan   antara   upah   terendah   dan
tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.

Ayat (2)
Peninjauan upah dilaku]fan untuk penyesuaiin harga kebutuhan hidup,
prestasi keg.a, pet.kembangan dali kemampuan perusahaan.

Ayat (3)
Crfupjelas.

Ays.t (4)
Crfupjelas.

Ayat (5)
Cufupjelas.

Pasal 37
Crmp jelas.

Pasal 38
Crfupjelas.
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Pasal 39
Crfup jelas.

Pasal 40
Crfupjelas.

Pasal 41
Cukup I-elas.

Pasal 42
Crfupjel&s.

Pasal 43
Crfup jelas.

Pasal 44
Cthpjelas.

Pasal 45
Cukpp jelas.

Pasal 46      '-pjelas
Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)

Kebebasan   untuk   membentuk,   masuk   atau   tidak   masuk   menjadi
anggota serikat pekeria/serikat buruh merupakan salah satu halt dasar
pekelja/bumh.

Ayat (2)
Cukupjelas.

Pasal 50
Cufup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)

Pada perusahaan  dengan jumlah peke€a/bun]h kurang dari  50  (lima
puluh) orang, komunikasi dan konsultasi masili dapat dilrfukan secara
individual  dengan  baik  dan  efektif.  Pada  perusahaan  dengan jumlah
peke5a/buruh   50   qima  puluh)   orang  atan  lebih,   komunikasi  dan
konsultasi perlu dilakukan melalui sistem perwaldlan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukupjelas.

Ayat (4)
Crfupjelas.



Pasal 52
Crfup jelas.

Pasal 53
Crfup jelas.

Pasal 54-pjelas.
Pasal 55

Cthp jelas.

.   Pasal56
Crfup Jdas

Pasal 57
Ayat (1)

Yang  dimaksud  deiigan  §egala upa.ya dalam  a.yat ini  adalah  kegiatan-
kegiatan yang positif yang padaL althimyaL dapat menghindari teljadinya
pemutusan   hubungan   kerja   antara   lain   pengaturan   waktu   keria,
penghematan,  pembenahan metode  kerja,  dan memberihan pembinaan
kepada pekerja/ buruh.

Ayat (2)
Cthpjelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 58
Cthpjelas.

Pasal 59
Ayat (1)                     .

Yang  dimaksud  dengan gagalnya  perundingan  dalam  pasal  ini  edalah
tidak  terca.pain:ya  ke9epakatan  penyelesalan  persdigihan  hubungan
industrial   yang   dapat   disebabhan   karena   pengusaha   tidak   mau
pelakckan |] erundingan atau perundingan mengalami jalan buntu.

Yang.dimaksud  dengan  tertib  dan  damat  adalah  tidak  mengganggu
keamanan  dan  ke.tertiban  umum  dan/atau  mengancam  keselamatan
jiwa dan harta benda milik perusahaan atan pengusaha ataLu orang lain
atan lnjlik masyarakat.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan perusahaan yang melayani kepentingan umum
dan/afau     berusahaan    yang    jenis     kegiatarmya    membahayahan
keselamatan   jiwa   manusia   adalah   rumah   saldt,   dinas   pemadam
kebakaran,  penjaga pintu periintasan kereta api,  pengontrol pintu air,
pengontrol ams lalu lintas udara, dan pengontrol ams lalu ]intas taut.

Yang dimaksud dengan pemogokan yang diatur sedemildan rupa yaitu
pemogokari yang dilak`ikan oleh para pekeria/buruh yang tidak sedang
menjalarha tugas.

Ayat (3)
Crfupjelas.

Ayat 14)
Cukup].elas.
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Pasal .60
Ayat (1)

Crfup jelas.
Ayat (2)-p jelas.
Ayat (3)

Dalam hal penutupan perusahaan (fock OUO dilakukan secara tidak sah
atau sebagai tindakan balasan terhadap mogck yang sah atas tuntutan
nomatif, maka. pengusalia wajib membayar upah pekelja/buruh.

Pasal 61
Ayat (I)

Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat ini adalah kegiatan yalig
dilalackan  secara berdaya g`ina dan berhasn guna untuk memperoleh
hasil yang lebih baik untuk menin8katkan dan mengemban8kan semua
kegiatan yang berhribungan dengan keteriagakeq.aan.

Ayat (2)
Crfupjelas.

Ayat (3)
Crfup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)

Yang dimcksudkan dengan independen dalam pasal ini adalah pegawai
penga.was  dalam  mengambil  keputusan  tidak  terpengaruh  oleh  pihak
lain.

Ayat (2)
Crfupjelas.

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cthpjelas.

Pasal 66
Crfup jelas.

Pasal 67
Culmpjelas.
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